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Abstract

Dispute resolution among villagers in Aceh is commonly carried out through customary law approaches.
Aceh Provincial Qanun No. 10 of 2008 regulates the role of the Keuchik (village head) in resolving social
issues, including land disputes, which is further emphasized in Bireuen Regency Qanun No. 3 of 2012.
However, in Gampong Kulu, Kutablang Subdistrict, land disputes still frequently occur despite
mediation efforts by the Keuchik. This study aims to examine the effectiveness of the Keuchik as a
mediator and identify the obstacles faced in resolving land disputes. The research uses a qualitative
method with a sociological-juridical approach and descriptive design. Informants include the Keuchik,
traditional leaders, village officials, disputing parties, and local residents. Data were collected through
observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, presentation, and
conclusion drawing. The results show that the Keuchik has been fairly effective in mediating disputes in
accordance with his authority as regulated by law. However, several challenges were identified, such as
the disputing parties’ limited legal understanding, interference from family members, lack of
coordination among involved stakeholders, and limited human resources. The study recommends that
village officials improve legal awareness among residents by inviting legal experts to provide training,
maintain neutrality during mediation, and document every settlement process through official written
agreements.

Key Words: Effectiveness, Village Head, Mediator, Dispute, Land.

Abstrak

Penyelesaian sengketa antarwarga di Aceh umumnya diselesaikan melalui pendekatan hukum adat.
Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengatur peran Keuchik dalam menyelesaikan
persoalan sosial, termasuk sengketa tanah, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012. Namun, di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang, masih
sering terjadi sengketa tanah meskipun telah dimediasi oleh Keuchik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas Keuchik sebagai mediator serta kendala dalam penyelesaian sengketa tanah.
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat
deskriptif. Informan terdiri dari Keuchik, tokoh adat, perangkat gampong, pihak bersengketa, dan
masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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Keuchik cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa sesuai kewenangan yang diatur undang-
undang. Namun terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum para pihak,
campur tangan keluarga, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, dan keterbatasan sumber daya
manusia. Penelitian merekomendasikan agar aparatur gampong meningkatkan pemahaman hukum
warga melalui pelatihan bersama tenaga ahli, menjaga netralitas dalam proses mediasi, serta
memastikan setiap perdamaian dicatat dalam berita acara sebagai bentuk administrasi resmi.

Kata Kunci: Efektifitas, Keuchik, Mediator, Sengketa, Tanah.

1. PENDAHULUAN

Desa, atau dengan sebutan lainnya, telah eksis jauh sebelum terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945
sebelum perubahan, yang menyebut keberadaan berbagai kesatuan masyarakat hukum
seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun, dan marga. Keberadaan ini diakui
sebagai bagian dari susunan asli masyarakat Indonesia yang wajib dihormati dan dilindungi
oleh negaral.

Meskipun Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang idealnya memerlukan
homogenitas, para pendiri bangsa tetap memberikan pengakuan terhadap keragaman
karakteristik desa dan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah. Pengakuan ini diperkuat
dalam UUD 1945 hasil perubahan, khususnya Pasal 18B ayat (1), yang menegaskan bahwa
negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta
prinsip NKRI.2

Pengertian desa secara hukum diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam sistem
pemerintahan nasional.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memegang peran
penting sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas kemajuan masyarakat, termasuk
menyelesaikan perselisihan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-
Undang Desa. Untuk memperkuat tanggung jawab tersebut, Pasal 28 menetapkan sanksi

administratif bagi Kepala Desa yang lalai menjalankan kewajibannya, mulai dari teguran

! Maria Farida Indriati, //mu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Kanisius,
Yogyakarta, 2007, him. 154.

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,
him. 129.
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hingga pemberhentian.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang Desa tidak memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme penyelesaian
sengketa oleh Kepala Desa, termasuk jenis perkara, bentuk keputusan, maupun peran
hukum Kepala Desa apakah sebagai hakim atau mediator. Jika perannya sebagai mediator,
maka rujukannya dapat diarahkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan ADR serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Dalam praktiknya, terutama pada desa adat, penyelesaian perkara pidana dapat
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat adat. Terdapat dua pendekatan utama: upaya
penal yang ditempuh melalui proses hukum formal, dan upaya non-penal yang bersifat
preventif dan mengedepankan pendekatan adat dalam penyelesaian masalah.3

Di Aceh, pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kehidupan adat
dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008. Qanun ini menetapkan bahwa
pembinaan kehidupan adat dijalankan oleh Majelis Adat dan lembaga adat lainnya yang
berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan tanggung jawab Wali Nanggroe. Dalam penyelesaian
konflik sosial, lembaga adat diakui sebagai alternatif sah oleh negara dalam menyelesaikan
sengketa di tengah masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat lebih memilih pendekatan hukum adat
karena lebih cepat, murah, dan memuaskan. Mekanisme penyelesaian biasanya diawali
dengan laporan kepada Keuchik (Kepala Desa di Aceh), yang akan menilai apakah kasus
bisa diselesaikan sendiri atau perlu melibatkan lembaga adat lainnya. Jika perkara ringan,
Keuchik menyelesaikan secara langsung, namun jika berat, maka melibatkan Imam
Gampong, Tuha Peut, dan unsur adat lain. Hasil penyelesaian dituangkan secara tertulis dan
ditandatangani para pihak.*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Gampong menegaskan
bahwa Keuchik berperan sebagai pendamai atau hakim perdamaian, sehingga wajib
bersikap adil, bijaksana, dan tegas. Pengaturan lebih rinci ditetapkan dalam Qanun

Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012, yang menjabarkan tahapan laporan perkara,

3 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2007, him. 86.
4 Faisal A. Rani, Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2019,
him. 113.
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mediasi, persidangan adat, hingga kesepakatan bersama. Jika para pihak sepakat
menyelesaikan melalui adat, Keuchik akan memimpin proses tersebut.

Selanjutnya, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 memberikan
kewenangan kepada Keuchik sebagai Hakim Ketua dalam menangani perselisihan terkait
hak milik, batas tanah, serta pelanggaran hukum adat bidang pertanian dan peternakan.
Contoh implementasi nyata terlihat dari kasus mediasi sengketa warisan tanah di Gampong
Kulu, Kabupaten Bireuen, yang melibatkan beberapa ahli waris. Meski sempat berlangsung
lama tanpa hasil, mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani
kedua belah pihak.

Sengketa lain yang mencerminkan penerapan hukum adat terjadi pada kasus hak
langgeh (hak prioritas membeli tanah) di Gampong Kulu. Pak Zakaria menjual tanah kepada
orang luar tanpa memberitahu tetangga, yang kemudian merasa memiliki hak langgeh.
Setelah mediasi dan tawar-menawar di hadapan tokoh adat dan Keuchik, disepakati
penjualan kepada tetangga yang melanggeh, diakhiri dengan prosesi adat (pesijuk).

Dalam konteks ini, Keuchik memainkan peran penting sebagai mediator netral yang
menyelesaikan sengketa dengan pendekatan musyawarah dan hukum adat. Meskipun
demikian, tugas Keuchik belum sepenuhnya berjalan ideal sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan, termasuk dalam fungsinya menjaga perdamaian dan
kelestarian adat serta lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menjelaskan Efektifitas keuchik selaku mediator serta kendala dan upaya yang
dilakukan keuchik dala penyelesaian sengketa tanah di Gampong Kulu Kecamatan

Kuta Blang Kabupaten Bener Meriah.

P Ju Fo Ket R K
‘ enulis dul kus Dan erbatasan encana ebaruan
Dan Penelitian Temuan Penelitian P Y
Tahun Terdahulu Utama Terdahulu enelitian ang
B D
aru itawarka
n

5 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence),

Kencana, Jakarta, 2012, him. 233.
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6 Eviliani Rizky Siregar, Muhammad Yamin, Zaidar, Dan Idha Aprilyana Sembiring, Eksitensi Keucik
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Dalam

Sengketa.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas pada

penelitian ini yaitu terkait efektifitas keuchik selaku mediator serta kendala dan upaya yang

dilakukan keuchik dala penyelesaian sengketa tanah di Gampong Kulu Kecamatan Kuta

Blang Kabupaten Bener Meriah.

Pendekatan penelitian pada observasi ini ialah observasi hukum sosiologis (yuridis

sosiologis). Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian

tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-

kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.10

Diamati berdasarkan sifatnya, observasi ini bersifat observasi deskriptif yang

bertujuan supaya membagikan data yang sedalam-dalamnya mengenai orang, keadaan

ataupun gejala lain, yang dijelaskan Sugiyono selaku suatu metode observasi yang

digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat permasalahan yang ada, kemudian

Data dikumpulkan dan data diproses serta dianalisis.!!

10 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2014, him. 51.
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2017, him.

241.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id /jimfh /



https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Efektivitas Keuchik Selaku Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Gampong Kulu
Kecamatan Kutablang Bireuen

Rauzati, Hasan Basri, Nuribadah

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6
tahun 2018), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel), serta bahan hukum tersier
(kamus hukum). Data dikumpulkan melalui hasil wawancara, studi kepustakaan dan
dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan temuan secara kualitatif tanpa menggunakan
angka.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Efektivitas Keuchik Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah
di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Keuchik sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian sebuah sengketa tanah
dilingkungan desanya. Acara ini dilatarbelakangi dengan peran strategis dari Keuchik dan
Imuen Mukim saat proses penyelesaian permasalahan tanah di wilayah desa. Tujuannya
untuk mewujudkan aparatur desa yang sadar dengan hak dan kewajibannya dalam upaya
penanganan permasalahan pertanahan melalui musyawarah dan perdamaian.2

Sengketa tanah di berbagai kategori seperti sawah, kebun, rumah, dan batas desa
umumnya dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan dan batas wilayah yang disebabkan oleh
kurangnya patok atau tanda batas yang permanen, dokumen kepemilikan yang tidak
lengkap atau tidak resmi, serta peta wilayah yang tidak akurat.

Konflik yang muncul biasanya melibatkan klaim tumpang tindih atau perbedaan
interpretasi batas tanah antara warga atau antar desa. Permasalahan ini tidak hanya
berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial
yang mengganggu keharmonisan masyarakat.13

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan yang
komprehensif, termasuk penegakan hukum pertanahan, pemasangan patok batas yang
jelas, pemutakhiran data dan peta wilayah, serta mediasi yang melibatkan tokoh
masyarakat dan aparat desa untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Dalam konteks
Gampong Kulu, kasus-kasus sengketa tersebut seringkali diselesaikan oleh keuchik yang
berperan sebagai mediator utama. Keuchik memainkan peran penting dalam memfasilitasi

dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dan menjaga proses penyelesaian berlangsung

12 Bystami, Hukum Adat Dan Peranannya Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Aceh, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2018, him. 72.

13 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas,
Jakarta, 2008, him. 102.
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secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.14

Perselisihan ini tidak jarang berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan
campur tangan aparat gampong atau tokoh adat untuk menyelesaikannya. Selain itu,
lemahnya administrasi pertanahan dan minimnya kesadaran hukum masyarakat turut
memperburuk situasi, karena tidak semua lahan memiliki sertifikat atau dokumen resmi
yang dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya
penataan ulang batas-batas lahan dan sosialisasi pentingnya legalitas kepemilikan tanah
agar potensi sengketa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Beberapa penyelesaian kasus sengketa tanah oleh keuchik di Gampong Kulu dapat
dilihat dalam table berikut;

Tabel 4.1 Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Keuchik di Gampong Kulu.

No Jenis Kasus Tahun Penyebab Keterang.?m
Sengkata Penyelesaian
1. Sengketa Klaim tumpang 2023 Tidak adanya patok Keuchik
Tanah Sawah tindih lahan batas, dokumen bersama
sawah kepemilikan tidak perangkat
antarwarga jelas Gampong Kulu
2. Sengketa Sengketa batas 2022 Kurangnya tanda Keuchik
Tanah Kebun kebun yang batas permanen, bersama
berpindah klaim ganda perangkat
Gampong Kulu
3. Sengketa Perselisihan batas 2024 Kurangnya surat Keuchik
Tanah antara tanah resmi, bersama
Rumah pekarangan perubahan fisik perangkat
rumah lahan Gampong Kulu
4. Sengketa Konflik antar ahli 2024 Tidak adanya Keuchik
Tanah waris terkait kesepakatan bersama
Warisan pembagian lahan pembagian, perangkat
warisan dokumen waris Gampong Kulu
tidak lengkap atau
tidak jelas

Sumber Data Sekunder: 2022-2024
Dalam tabel diatas, peran seorang keuhik sangat dibutuhkan dalam penyelesaian
sengketa tersebut, karena jika dilakukan gugatan ke jalur hukum yang berlaku pasti akan
sangat rumit, sehingga inisiatif penyelesaian dari keuchik sangat dibutuhkan. Konflik
perbatasan lahan perkebunan sering terjadi dalam masyarakat, konflik perbatasan yang

baru-baru ini terjadi yaitu konflik perbatasan lahan perkebunan, konflik tersebut terjadi

14 Apriyanti Meo Ebang, Stephanie, Dan Frans Nyong, Peran Pemerintah Desa Di Bidang
Pertanahan Di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Jurnal Nusantara Berbakti, Vol.
2, No. 3, 2024, him. 67. https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.381
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karena ketidak jelasan batas tanah antara pihak yang berkonflik. Konflik batas tersebut
memerlukan peran seorang keuchik dalam menyelesaikannya.

Selain itu, proses penyelesaian juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki
pemahaman hukum, serta tokoh masyarakat yang dihormati, guna menciptakan suasana
mediasi yang adil dan tidak memihak. Dalam musyawarah tersebut, semua pihak yang
bersengketa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti masing-masing,
dengan harapan dapat mencapai kesepakatan damai tanpa harus membawa perkara ke
jalur hukum yang lebih tinggi. Meskipun proses ini tidak selalu berjalan mulus, namun
pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal seperti ini dianggap sebagai solusi
efektif dalam meredam konflik dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Hal
ini menunjukkan pentingnya peran komunitas dan nilai-nilai musyawarah dalam
menangani persoalan agraria di tingkat desa.

Prinsip keadilan restoratif menjadi dasar dari proses mediasi ini, di mana fokusnya
adalah mengembalikan hubungan baik antarwarga dan menjaga stabilitas sosial di
lingkungan masyarakat. Keuchik tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga
sebagai sosok yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan
dalam pengambilan keputusan. Keberhasilannya dalam menyelesaikan konflik agraria
semacam ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan lokal yang bijaksana, mampu
memahami dinamika sosial, dan peka terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Tanpa
keterlibatan aktif dan adil dari keuchik, konflik lahan berpotensi berlarut-larut dan
menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.15
B. Faktor-faktor Kendala dan Upaya yang Dilakukan Keuchik Sebagai Mediator

Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang Kabupaten
Bireuen

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah pasti tidak luput dari hambatan atau
kendala yang dihadapi saat mediasi sedang berlangsung. Apalagi beberapa pihak masih
mengedepankan ego masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara bersama Keuchik
Gampong Kulu Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen penulis menyimpulkan bahwa
kendala yang dihadapi saat hendak melakuka mediasi adalah terkait keterlambatan dari
beberapa pihak yang bahkan sampai tidak berhadir dalam tahap mediasi tersebut. Sehingga
dengan tidak berhadir nya beberapa pihak tersebut menyebabkan tahap mediasi

15 Zulfadli, Keuchik Gampong Kulu, Wawancara, Jum’at, 21 Maret 2025.
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terkendala karna di undur sampai semua pihak bersedia hadir. Kendala lain juga muncul
dari pihak yang bersengketa enggan untuk berembuk sehingga proses mendamaikan
tersebut sulit untuk menemukan solusi dari konflik tersebut.1é

Kepala Desa menguraikan beberapa faktor penghambat yang kerap muncul selama
proses mediasi, yang mencakup tantangan pemahaman hukum, sosial, serta kendala
koordinasi antar pihak yang terhibat dalam sengketa. Hal ini semakin mempersulit upaya
mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersengketa.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM)
yang memadai di tingkat desa. Baik dari segi pengetahuan hukum, keterampilan mediasi,
maupun pengalaman dalam menangani konflik, sebagian besar aparatur gampong masih
belum sepenuhnya siap untuk mengelola proses penyelesaian sengketa yang kompleks.
Ketidakmampuan dalam memfasilitasi mediasi yang adil dan objektif menjadi hambatan
besar dalam mencapai hasil yang tuntas dan memuaskan semua pihak.1?

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, terdapat beberapa uapaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman (Literasi) Hukum

Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait jual beli tanah dan legalitasnya
dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin yang mehibatkan perangkat desa, tokoh
masyarakat, ahli hukum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Program ini bertujuan
agar masyarakat memahami pentingnya prosedur hukum yang benar, seperti memiliki
sertifikat tanah dan melakukan balik nama sesuai aturan. Dengan pemahaman yang
lebih baik, transaksi tanah bawah tangan yang sering menjadi sumber sengketa dapat
diminimalisir, sehingga potensi konflik tanah berkurang.

Jual beli tanah diatur dalam berbagai pasal hukum, seperti Pasal 1457 dan 1458

KUHPerdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dan

16 |chsan Aulia Ahsani, Sulaiman Dan Hasan Basri, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh,
Kepala Desa Sebagai Mediator Di Desa Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Jurnal
llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VI, No. 1, (January 2025).
https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19114

17 Mita Armis, Peran Pemerintah Desa Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Permen Agraria
No. 11 Tahun 2016 Di Desa Muara Delang Kabupaten Merangin, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan limu
Pendidikan, Universitas Jambi, 2025, him. 67.
https://repository.unja.ac.id/76820/10/Skripsi%20Mita%20%282%29%20%281%29.pdf
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pembeli. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur tentang jual beli hak atas tanah.
2. Pembentukan Tim Mediasi Yang Kompeten Dan Terlatih.
Keuchik sebagai mediator utama dalam proses mediasi sengketa tanah dapat
menginisiasi pembentukan tim mediasi khusus yang terdiri dari perangkat desa, tokoh
masyarakat, Babinsa, aparat keamanan setempat, dan ahli mediasi yang telah
mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi dan penyelesaian konflik. Tim
ini harus dibekali dengan kemampuan untuk bersikap netral, profesional, serta
memahami peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi yang dilakukan di
tingkat desa. Adanya tim mediasi yang kompeten diharapkan dapat membuat proses
penyelesaian sengketa lebih terstruktur, transparan, dan efektif, dengan memberikan
ruang yang adil bagi semua pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pendapat
dan mencari solusi yang saling menguntungkan.8
Sejauh ini proses mediasi yang dilakukan di Gampong Kulu tersebut berjalan seperti
yang diharapkan. Karena setiap sengketa yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak
pernah menimbulkan sengketa lagi diantara kedua pihak yang dulu bersengketa. Sehingga
orang-orang yang pernah bersengketa sudah kembali hidup rukun tanpa mengungkit
permasalahan sebelumnya.
4. KESIMPULAN
Efektivitas keuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau
perselisihan antara masyarakat yang terjadi di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang
Kabupaten Bireuen sudah berjalan cukup baik. Artinya, Keuchik telah melakukan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan yang tertera pada undang-undang yang ada. Faktor-faktor
kendala yang kerap muncul selama proses mediasi yang mencakup kurangnya pemahaman
hokum para pihak baik penggugat dan tergugat, adanya campur tangan dari masing-masing
pihak baik penggugat dan tergugat, serta kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat
dalam sengketa dan faktor kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan
mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersengketa.
Kepada tim mediator untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik

karena hal itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lainnya. Bagi masyarakat

18 Zulfadli, Keuchik Gampong Kulu, Wawancara, Jum’at, 21 Maret 2025.
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setempat alangkah baiknya menurunkn ego masing-masing dalam penyelesaian sebuah
sengketa agar proses mediasi yang dilakukan tidak ada hambatan hanya karena kurangnya
kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri. Kepada Apartur Gampong Kulu setiap proses
perdamaian sengketa tanah perlu di buat administrasi berupa berita acara keputusan
perdamaian. Kepada pemeritah desa sebaiknya menyediakan ruangan khusus untuk
mediasi agar proses mediasi yang dilakukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bisa
berjalan lebih baik.
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